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DELIMITASI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF SEBAGAI
STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
: DI PROVINSI SULAWESI UTARA

(Delimitation of Exclusive Economic Zone as Managing Strategies

for the Outermost Small Islands in the North Sulawesi Province)'

Denny B.A. Karwur’, Dietriech G. Bengen®, Rokhmin Dahuri’, Daniel R. Monintja®
Victor Ph. Nikijuluw® dan Maria F. Indrati’.

Abstract

Small islands border region has a tremendous potential in supporting national development. The
determination of management policy is very important because of the strategic of border marine resources
existence. The islands in the border regions of the country are vulnerable to the intervention of other
countries and transnational crimes. The concept of development policy of small islands in Indonesia must
be planned and implemented in an integrated manner for the development and welfare of the nation. The
northern regions, i.e. the North Sulawesi Province, that locates next to the Philippines is important for the
integrity of the management of small islands and border areas and of law enforcement in Indonesia. Target
elements, elements and strategies explain the Delimitation of the Nation Borders between Indonesia and
the Philippines, in particular the Exclusive Economic Zone (EEZ) that overlaps each other, to optimize the
management of natural resources. Draft of Law of Small Islands State Border and the provision of local
government authority to carry out assistance duty of border management and stating Small Islands in the

border regions as state islands and given a special certificate.

Kata Kunci: Hukum Pesisir, Delimitasi ZEE Indonesia, Sertifikat Pulau

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara kepulauan (archipelagic state) yang berciri
Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta
memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah
kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
sebuah negara kepulauan yang batasnya secara
geografis berada pada posisi silang antara Samudra
Pasifik dan Samudra Hindia dengan panjang pantai
95.181 km2 dan dengan wilayah laut seluas 5,8 juta
km2 serta terdiri dari sekitar 17.480 pulau, beserta
semua ekosistem laut tropis produktif. Wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki

keanekaragaman habitat yang sangat tinggi, memiliki
potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan
kelautan yang sangat besar, yang dapat pulih
(renewable resources), dan tidak dapat pulih (non-
renewable resources).’

Ekosistem wilayah pesisir dan laut merupakan
lokasi beberapa ekosistem yang unik dan saling
terkait dinamis dan produktif. Ekosistem utama yang
secara permanen ataupun secara berkala tertutup air
dan terbentuk melalui proses alami antara lain
ekosistem terumbu karang (coral reef), ikan (fish),
rumput laut (seaweed), padang lamun (seagrass
beds), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu
(rocky beach), hutan mangrove (mangrove forest),
estuaria, laguna, delta dan pulau-pulau kecil.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi sangat besar
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tersebut masih belum dapat dilaksanakan atau
dijadikan acuan sepenuhnya. Artinya masih
memungkinkan terjadinya konflik tentang pengakuan
wilayah Indonesiadengan Negara tetangga.

Berdasarkan hasil yang diharapkan maka
ditemukan konsep Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia sebagai Strategi Pengelolaan Pulau-Pulau
Kecil di daerah perbatasan negara dan konsep
peraturan perundang-undangan yang khusus
mengatur tentang pulau-pulau kecil terluar
perbatasan negara.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Rancang bangun hukum pulau-pulau perbatasan

merupakan bagian penting dari ketahanan negara.

Dasar hukum wilayah negara telah diatur dalam UU

Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang

menjadi dasar hukum untuk diketahui masyarakat

internasional, terutama negara-negara yang
berbatasan dengan Indonesia, bahwa wilayah negara

Kesatuan Republik indonesia. Berdasarkan uraian

tersebut diatas, maka Peneliti dapat mengemukakan

sejumlah simpulan, sebagai berikut :

1. Pembangunan kelautan Indonesia adalah bagian
integral dari pembangunan nasional, dan juga
pembangunan kedaulatan dan yurisdiksi nasional
di laut, untuk didayagunakan dan dimanfaatkan
bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. ZEE sebagai konsep yang dikembangkan oleh
negara-negara Latin, adalah suatu daerah sejauh
200 mil yang berada diluar laut teritorial dimana
tiap negara berhak melaksanakan hak dan
yurisdiksinya.

3. Di wilayah ZEE yang terletak diantara negara
Indonesia dan Filipina terjadi sejumlah
pelanggaran/kejahatan, baik pencurian ikan,
penyeludupan maupun pelanggaran lainnya.

4. Praktek negara tentang penetapan batas, wilayah
ZEE antara Indonesia dan Filipina dapat
dilakukan dengan persetujuan dan berpedoman
pada prinsip sama jarak (equitable principles).

5. Kendala-kendala penetapan batas wilayah ZEE
antara Indonesia dan Filipina, adalah masalah
teknis yuridis, hak-hak perikanan tradisional, rute
navigasi, faktor sosio-kuttural dan penetapan
secara berbarengan antara ZEE dan landas
kontinen.

Denny B.A. Karwur, dkk, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Saran
Berdasarkan sejumlah simpulan tersebut, maka

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1 Pemerintah Indonesia dan Filipina memperketat
penjagaan keamanan wilayah tersebut dari
tindakan-tindakan pelanggaran/kejahatan yang
terjadi.

2 Merintis segera dilakukannya perjanjian
penetapan batas ZEE oleh pemerintah Indonesia
dan Filipina.

3 Peraturan perundang-undangan yang sudah ada
dituangkan dalam bentuk peraturan
pelaksanaannya PP, Kepres, KepMen dan
sebagainya, sebagai payung hukum yang berlaku
secara vertikal maupun secara horizontal

4. Konvensi Hukum Laut 1982 yang berlaku di
Indonesia belum memiliki blueprint
pembangunan kelautan

5 Penerbitan Sertifikat Pulau Negara untuk pulau-
pulau wilayah perbatasan.
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